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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang dapat digunakan
untuk membayar pengeluaranumum (Resmi, 2013). Direktorat Jendral Pajak
(DJP) mempunyai tugas merumu__slsgn .__??rta melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis dl.f__d?:nb'-perljm'la]_ !

tan penerimaan pajak.
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Pajak berupaya

Pajak mempunyai inovasi perubahan dalam sistem pembayaran dan
pelaporan pajak. Beberapa tahun belakangan ini, kepatuhan wajib pajak sedikit
demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya
belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan
tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan.



Menurut Laihad (2013) salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses pelaporan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu, penerapan e-filling.
E-filling dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real
time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua
formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Salah satu
perubahan terhadap pelaporan pajak yang dilakukan adalah dengan

memanfaatkan teknologi informasi-'d-m komunikasi. Salah satu pemanfaatan
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Sistem e-billing, menurut Per-26/PJ/2014 tentang pembayaran yang
dilakukan secara elektronik merupakan sistem pembayaran pajak elektronik
dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terdahulu. Sistem e-filling
dan e-billing ini diciptakan untuk memudahkan para wajib pajak dalam
melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Namun pada kenyataaannya bahwa

masih ada wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas ini dikarenakan



kurangnya pemahaman dalam ilmu perpajakan.

Diterapkannya sistem elektronik dapat memberikan kemudahan dalam
melakukan kewajiban perpajakan bagi semua wajib pajak karena dengan
adanya sistem e-billing kapan saja dan dimana saja bias membayar pajak.
Disamping penerapan sistem e-billing diperlukan juga tingkat pemahaman
perpajakan untuk semua wajib pajak. Jika tingkat pemahaman perpajakan yang
dimiliki oleh wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan
ikut meningkat (Fahluzy dan Agustrn-2014)
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? meliputi cara

berkaitan yaitu kesadaran perpajakan dalam membayar pajak dan sistem
perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam
melaksanakan tugasnya.

Penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat jika tingkat
kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi.

Semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka



pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan sektor pajak dapat
tercapai. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem
informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Tryana,
2013).

Menurut Gunadi (2005) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak
mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan
aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi
seksama, peringatan atau anca.mah-dalam penerapan sanksi baik hukum
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Penerapan mo |sa3|"-tefse_6|}t|:tlﬁk'l'.sépjenuhnya asil dilakukan oleh

pemerintah. Blaya yang “dikeluarkan— pemerintah tidak sebanding untuk
pengadaan aplikasi online ini, jika penggunaannya tidak dilakukan secara
maksimal oleh masyarakat.

Masyarakat tidak banyak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan
dan masih melaporkan SPTnya secara manual. Hal ini dapat terjadi, salah
satunya karena kurangnya sosisalisasi perpajakan secara elektronik yang

berupa sistem e-filling dan e-billing (Tjahono, 2018). Permasalahan tingkat



kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam
bidang perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih dapat dikatakan
rendah. Hal tersebut terlihat dari total wajib pajak sebanyak 12.609 wajib
pajak yang sudah memiliki NPWP pada tahun 2018, sedangkan wajib pajak
UMKM yang sudah melaporkan pajaknya hanya sebanyak 4.994 atau 39,7%
wajib pajak. Sisanya sebanyak 7.615 atau 60,3% wajib pajak yang tidak patuh
membayar/melaporkan kewajlbaugaﬁgn_ya (Lukmana, 2015).
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wajib pajak badan. Penyumbang pajak salah satunya berasal dari pajak
UMKM. Menurut KPP Pratama Kabupaten Ponorogo penerimaan pajak dari
sektor UMKM vyang didapat dari hasil pelaporan pajak pada tahun 2019
diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp. 7.389.152.794. Hasil tersebut tidak

terlepas dari peran seta wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya



sertaperan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak
dengan melakukan penambahan jumlah wajib pajak (Galayuda, 2020).

Menurut InDagKop (2021) Kecamatan mlarak terdapat 1128 Usaha
Mikro Kecil Menengah pada tahun 2021 dengan asset terkecil Rp. 50.000 dan
asset terbesar Rp. 120.000.000 yang sudah terdaftar di Dinas Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan jumlah UMKM yang
besar merupakan potensi yang baik bagi kemajuan perekonomian masyarakat
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wajib pajak dlharapkan “dapat mentngkatkan 'Repatuhan wajib pajak. Wajib
pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika
mereka memahami konsep dasar perpajakan. Faktor lain yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib
pajak.

Harapan dari pemerintah masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam

melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh pada peraturan



perpajakan. Harapan tersebut harus didukung dengan kesadaran dari wajib
pajak dalam membayar pajak. Salah satu dari wajib pajak yang penting untuk
melakukan kepatuhan perpajakan yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM). Kepatuhan ini dapat meningkatkan penghasilan negara melalui
pajak yang dibayarkan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan
suatu objek pajak yang memang berpotensi harus patuh terhadap peraturan
perpajakan, Oleh karena itu UMKM harus memahami bagaimana tingkat
ketaatan perpajakan yang sehqr:b_ls_nz&:g_i.lakukan. Akibat kurang pahamnya

ali o dalam melakukan pengisian
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an signifikan pada

perpajakan secara bersama-sama (simultan) memiliki efek positif yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Manullang dkk (2020)
menyatakan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-billing

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhanwajib pajak. Pemahaman



internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem e-filling
terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet dapat memoderasi
(mempekuat) pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib
pajak.

Penelitian terdahulu berikutnya dilakukan Sari (2021) menyatakan
bahwa penerapan e- billing berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi. Penerapan e-filling memiliki pengaruh positif tetapi
tidak signifikan terhadap kepatubaft -Wa]__b pajak orang pribadi. Penerapan e-
billing dan penerap .__g-petT'erapfr‘-'eIijlpg- r___ bersama-sama (simultan)
berpengaruh pgsjl'l | -signifikan terha ap' p
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Pradnyana & Prena (2019) br:‘rtuyue.-n-uﬁtulcmenambahkan teori penelitian yang

sistem e-filli

Penelitian"i._ yang dilakukan oleh

masih belum ada dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan
variabel penerapan sistem e-filling, penerapan sistem e-billing, dan pemahaman
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian
terdahulu pada penggunaan moderasi sedangkan pada penelitian ini tidak
menggunakan moderasi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh

Manullang dkk (2020) penelitian ini menggunakan pemoderasian dan ditujukan



1.2

kepada wajib pajak. Lain halnya dengan Sari (2021) penelitian ini ditujukan
kepada wajib pajak orang pribadi. Sedangkan dalam penelitian ini ditujukan
kepada wajib pajak badan UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukan bahwa kewajiban
masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk meningkatkan
penerimaan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, mengingat
kepatuhan wajib pajak berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa kepatuhan

dari wajib pajak masyarakat Ind-(mesia masih rendah. Berdasarkan hasil
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pajakbadan UIMKM d'l-Ke;_aﬁ_ﬂ_aE__atM'éﬁaé'-g -

2. Apakah pengaruh penerapan—sistem- e=billing terhadap kepatuhan wajib

pajakbadan UMKM di Kecamatan Mlarak ?

3. Apakah pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
UMKMdi Kecamatan Mlarak ?

4. Apakah pengaruh penerapan sistem e-filling, e-billing dan pemahaman
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kecamatan

Mlarak ?
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui :
a. Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib

pajak badan UMKM di Kecamatan Mlarak.

b. Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib

filling, e-billing dan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak
badan UMKM di KecamatanMlarak.

b. Bagi Wajib Pajak pemilik UMKM
Dapat memberikan tentang pemahaman pentingnya pajak yang

diberikan oleh Wajib Pajak kepada Negara.
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c. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
pengaruh penerapan sistem e-flling, e-billing dan pemahaman
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di
Kecamatan Mlarak.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu referensi dan ilmu

pengetahuan tentarj_g. effgatuh penerapan sisem e-filling, e-billing




